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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

         NOMOR P.01/MENHUT-II/2010 
     TENTANG 

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA Dl 
BIDANG KEHUTANAN DALAM RANGKA  

PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Dl BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA  

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor 92/Kpts-ll/1983, Menteri Kehutanan 
telah memberikan Pelimpahan Wewenang 
Pemberian Izin Usaha di Bidang Kehutanan dalam 
Rangka Penanaman Modal kepada Ketua Badan 
Koordinasi Penanaman Modal; 

b. bahwa dengan adanya perkembangan organisasi 
Kementerian Negara Republik Indonesia, dan 
Kelembagaan Pemerintah Non Departemen serta 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007 ten tang Penanaman Modal dan 
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang 
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Penanaman Modal, Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor 92/Kpts-ll/1983 sudah tidak sesuai lagi; 

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk 
menindaklanjuti amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Pasal 7 ayat 
(2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 
2009, perlu mendelegasikan kewenangan 
pemberian izin usaha di bidang kehutanan dalam 
rangka penanaman modal kepada Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal, dengan Peraturan 
Menteri Kehutanan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4696) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2007 Tata Hutan Dan Penyusunan 
Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan 
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4814); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Penerimaan Nasional Non Pajak Dari Pemanfaatan 
Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813); 

8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang 
Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 
Modal. 
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